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ABSTRAK 

Land and property rights for women are a very important aspect of economic 

empowerment. The gender approach is one of the methods used to minimize 

inequality of control and ownership of land rights. Handling access to agrarian 

reform is present as one of the policies that are expected to contribute to 

overcoming this problem. The implementation of PARA in 2021 in the Selopamioro 

Subdistrict has not shown the minimum involvement of women (30%) even though 

it already has specific indicators in the Technical Guidelines. 

The research begins by explaining the economic benefits received by groups of 

men and women to the integration of gender in the implementation of these 

activities. The data to support this paper were obtained using mixed methods. 

Quantitative data tracking is done by distributing questionnaires and qualitative 

data by in-depth interviews. besides that the researcher also made observations and 

analyzed documents originating from the Juknis for handling ARA. 

The results showed that there was an increase in income from agricultural 

businesses. And there is no change in gender both before and after the 

implementation of PARA. Women in the kelurahan only act as companions for men. 

In terms of gender integration, women's involvement already exists, although it is 

only found in FS recruitment activities and social mapping. Looking at the program 

framework, women have a big role and place in activities, and their contribution to 

the family economy is taken into account. In fact, these recommendations are not 

fully implemented optimally. So it is necessary to add or strengthen gender 

indicators clearly and concisely in every implementation of the PARA program.  

Keywords: alteration role about gender, PARA Program, gender integration, 

economic benefit comparisons. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hak atas tanah dan properti bagi perempuan merupakan aspek yang sangat 

penting dalam pemberdayaan ekonomi. Tanah merupakan basis produksi 

pangan, sumber kehidupan serta jaminan untuk masa depan. Terdapat korelasi 

langsung antara hak atas tanah bagi perempuan dengan pemberdayaan ekonomi, 

ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Pendekatan gender untuk hak 

atas tanah, memungkinkan perubahan relasi kekuasaan dan jaminan untuk 

memperoleh manfaat dari kebijakan-kebijakan pembangunan dan praktik 

pemberdayaan yang berkaitan dengan penguatan hak atas tanah tanpa melihat 

perbedaan jenis kelamin (Sida, 2015). 

Kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan memiliki akses yang 

sama dalam berbagi hal di kehidupan. Menurut Moore dalam (Abdullah, 2003) 

jenis kelamin laki-laki berkaitan dengan gender maskulin dan perempuan 

berhubungan dengan gender feminin. Gender membagi atribut dan pekerjaan 

menjadi maskulin dan feminin. Perempuan perdesaan menganggap tanah 

sebagai aset rumah tangga yang paling penting untuk mendukung produksi 

pertanian. Jaminan hak atas tanah bagi perempuan memungkinkan mereka 

untuk: (1) memperoleh pendapatan yang lebih baik untuk mereka sendiri dan 

keluarganya; (2) memiliki bargaining power yang lebih besar di dalam rumah 

tangga maupun komunitas; (3) memberikan nutrisi yang lebih baik untuk anak-

anak dengan menyediakan makanan yang bergizi; dan (4) menurunkan angka 

kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga Kaaria & Osorio dalam (FAO, 

2018). Sementara itu, bagi perempuan urban ataupun peri-urban, tanah sangat 

penting untuk bisa memperoleh akses ke fasilitas publik. Tanah merupakan aset 

sosial yang penting untuk membangun identitas budaya, kekuatan politik, dan 

partisipasi dalam pengambilan keputusan (Sida, 2015) 
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Namun pada kenyataannya, di berbagai penjuru dunia, khususnya di negara-

negara berkembang, laki-laki dan perempuan tidak memiliki akses yang 

memadai untuk memperoleh jaminan hak atas tanah. Dalam kondisi ini, 

perempuanlah yang paling tidak diuntungkan. Hal ini tidak hanya berkaitan 

dengan kepemilikan, tetapi juga pengelolaan, peralihan dan hak-hak ekonomi 

atas tanah. Food and Agriculture Organization FAO (2018), mencatat beberapa 

kerentanan yang dihadapi perempuan berkaitan dengan jaminan hak atas tanah 

yaitu: (1) Hanya sedikit perempuan yang menguasai tanah (secara global kurang 

dari 15 %); (2) Perempuan menerima proporsi bagi hasil yang paling sedikit 

dibandingkan pemilik tanah (sekitar 20%); (3) Perempuan pemilik tanah 

biasanya lebih sedikit yang mencantumkan namanya dalam dokumen 

kepemilikan tanah; (4) Perempuan menerima lebih sedikit bagian tanah 

dibandingkan dengan laki-laki). Untuk mengatasi kerentanan ini, FAO 

merekomendasikan beberapa hal, antara lain: (1) Menyediakan data statistik 

yang terpercaya terkait akses dan kontrol atas tanah untuk untuk laki-laki dan 

perempuan; (2) Menyediakan data penguasaan tanah dengan berbagai jenis hak 

yang berbasis pada survei rumah tangga dan pertanian; (3) Melakukan analisis 

data statistik dengan berbasis kerangka kebijakan legal nasional yang 

memungkinkan untuk melihat konteks hak atas tanah bagi perempuan dan laki-

laki yang spesifik; dan (4) Mendorong kerangka kebijakan dan legal yang 

sensitif gender baik secara substansi maupun prakteknya. 

Secara global, aturan mengenai gender dan hak atas tanah sudah termuat 

dalam beberapa dokumen yaitu: Universal Declaration of Human Rights 

(1948), Beijing Platform for Action, UN Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination against Women Article 16, Economic and Social 

Council Commission on the Status of Women Resolution 42/1 - Human Rights 

and Land rights Discrimination, Convention on Economic, Social and Cultural 

Rights Art 11 (1966), Habitat II Conference on Human Settlements (esp Par 7) 

Commitments D, Rome Declaration on World Food Security (1996), dan Word 

Food Summit ‘African Charter on Human and People’ Rights (1986) - The 
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United Nations Commision on Human Rights Resolution 2022/49. Payung 

hukum saja pada kenyataannya tidak cukup untuk menjamin hak atas tanah bagi 

perempuan. Efektifitas hukum tergantung pada kesadaran, kemampuan untuk 

mendorong implementasi, serta penerimaan sosial termasuk di dalamnya adalah 

praktik norma-norma budaya dan tradisi yang mengikuti hukum-hukum formal 

yang ada (Sida, 2015) Undang-Undang Pokok Agraria merupakan salah satu 

landasan hukum yang mendukung upaya kesetaraan gender. Tertuang dalam 

pasal 9 ayat 2 berbunyi bahwa Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun 

perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah 

atau manfaat dan hasilnya. 

Dalam konteks Indonesia, jaminan hak atas tanah bagi perempuan ternyata 

juga masih menjadi persoalan. Data Badan Pertanahan Nasional tahun 2021 

menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan hak atas tanah yang terdaftar di 

seluruh Indonesia hanya sebagian kecil yang tertulis atas nama perempuan. Dari 

jumlah keseluruhan 44 juta bidang tanah yang ada di Indonesia, hanya sebesar 

15,88 persen tanah terdaftar atas nama perempuan. Hal ini tentunya menjadi 

catatan penting mengingat dari 273,9 juta penduduk Indonesia, sebanyak 49,5% 

adalah perempuan (Megarani, 2022). Situasi ini menunjukkan bahwa persentase 

pemilikan tanah atas nama perempuan di Indonesia masih sangat kecil. Kondisi 

ini tentu bukan semata masalah angka. (Mahfiana, 2016) menunjukkan adanya 

problem yang kompleks terkait perbedaan gender dalam hal penguasaan dan 

pemilikan tanah.  

Melekatnya sistem patriarki di Indonesia menyebabkan adanya kesenjangan 

dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan 

manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, 

sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan 

tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara 

ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi 

pernikahan Cavention Watch dalam (Sakina dan Siti, 2017). Perempuan di 

Indonesia mengalami ketidakadilan yang berlapis dalam pemilikan, 

penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber agraria, terlihat dari: (1) 
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belum adanya forum yang secara khusus membahas strategi pengintregasian 

pendekatan keadilan gender dalam reforma agraria dan hutan di Indonesia; (2) 

belum adanya presentasi pemerintah yang menghadirkan situasi dan persoalan 

ketimpangan gender dalam kepemilikan, penguasaan, pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber agraria; (3) terbatasnya pelibatan organisasi perempuan; 

(4) diletakkannya gender dan perempuan hanya sebagai rekomendasi tanpa 

adanya strategi atau rencana aksi dalam pelaksanaan kebijakan berbasis 

tanah/hutan. Sejalan dengan Yuliana (2017), Wakil Menteri Agraria Tata 

Ruang menyebutkan bahwa ‘Kementerian belum punya kegiatan yang 

mempertimbangkan perspektif gender’. Hal ini bukan disebabkan keengganan 

lembaga, namun karena UU Agraria dan Tata Ruang belum secara khusus 

mengarahkan pengarusutamaan gender dalam kerja-kerjanya. Akibatnya aturan 

yang mengadopsi gender, berhenti pada hal yang bersifat normatif (Megarani, 

2022).  

Reforma agraria merupakan salah satu kebijakan yang diharapkan dapat 

berkontribusi untuk mengatasi masalah kesetaraan hak atas tanah antara laki-

laki dan perempuan. Jaminan kesetaraan hak atas tanah yang dicapai melalui 

reforma agraria diupayakan mampu bersinergi dengan upaya pengurangan 

kemiskinan dan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak 

(Megarani, 2022). Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan salah satu tujuan 

reforma agraria untuk penyelesaian konflik agraria. Sebagaimana dicatat oleh  

(Diana, 2022) perempuan mengalami beban ganda ketika ada konflik agraria. 

Saat terjadi konflik, perempuan tidak hanya turun langsung berjuang tetapi 

harus tetap bertahan untuk menjaga keberlangsungan keluarga mereka. Salah 

satunya adalah contoh konflik agraria di Desa Sembalun Lawang melibatkan 

dua kepentingan yaitu pemerintah dan tokoh adat yang berakhir tragis dengan 

pengambilan alih lahan milik warga. 

Adanya reforma agraria ini penting untuk mendorong kesetaraan hak atas 

tanah antara laki-laki dan perempuan yang selanjutnya akan diteliti dalam 

penelitian ini. Salah satu program dalam reforma agraria yaitu Penanganan 
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Akses Reforma Agraria (PARA) atau lebih dikenal dengan Pemberdayaan 

Tanah Masyarakat (PTM). PTM merupakan langkah yang dilakukan oleh 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk memberdayakan pihak-pihak 

yang dianggap kurang, baik dalam segi ekonomi atau pengetahuan agar 

memiliki kekuatan lebih untuk mengatasi persoalan (Penyuluhan Penanganan 

Akses Reforma Agraria, 2021). Potensi berupa bawang merah glowing yang 

ada di Kalurahan Selopamioro menjadi alasan kuat dilaksanakannya PTM di 

kalurahan tersebut. Dalam pelaksanaannya pelibatan masyarakat baik laki-laki 

maupun perempuan merupakan fokus penelitian yang akan diambil pada 

penelitian kali ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis mengenai 

“Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Akses Reforma Agraria Di 

Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Sampai saat ini, sudah ada beberapa bentuk keterlibatan perempuan dalam 

program reforma agraria. (Megarani, 2022) menyebutkkan bentuk keterlibatan 

tersebut diantaranya: (1) Pembentukan kelompok masyarakat yang melibatkan 

perempuan dalam pelaksanaan RA di Kabupaten Pandeglang-Banten, dan (2) 

pelibatan perempuan (kelompok ibu-ibu) yang bergabung dalam Kelompok 

Nathani Segar Agraria sebagai pengumpul data pertanahan (puldatan) di 

Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Keterlibatan perempuan juga ditunjukan 

dalam kegiatan Perhutanan Sosial, diantaranya: (1) keterlibatan perempuan 

sebagai pengelola hutan desa seluas 235 hektar di Kabupaten Bener Meriah, 

Aceh; (2) keterlibatan perempuan yang tergabung dalam kelompok perempuan 

peduli lingkungan (KPPL) Maju Bersama Desa Pal VIII, Kecamatan Bermani 

Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong untuk memperoleh izin pengelolaan hutan 

sosial di Taman Nasional Kerinci Seblat; dan (3) keterlibatan perempuan dalam 

Komunitas Mama Bambu di NTT untuk membibit 2,5 juta bibit bambu dalam 

rangka memulihkan ekologi kawasan. 

(Yuliana, 2017) menyebutkan bahwa keadilan agraria bagi perempuan tidak 

akan terjadi tanpa upaya strategis negara secara lintas sektoral dan menyeluruh 
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dalam menyiapkan strategi dan kebijakan afirmasi untuk menghilangkan 

hambatan-hambatan sosial dan budaya yang dialami oleh perempuan akibat 

ketimpangan relasi kuasa dan peran gender perempuan dalam struktur sosial. 

Pada kenyataannya, Indonesia sendiri masih belum menunjukkan capaian 

pengintegrasian gender yang memadai. Indonesia mengalami penurunan Indeks 

Pembangunan Gender sebesar 91,06 pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun 

2019 sebesar 91,07. Penurunan angka IPG tersebut disebabkan masih 

rendahnya program pemberdayaan yang diprioritaskan bagi kelompok 

perempuan dibandingkan kelompok laki-laki. Indonesia juga mendapat 

peringkat keenam sebagai negara dengan ketimpangan gender yang cukup besar 

dalam dimensi pemberdayaan di wilayah ASEAN setelah Filipina dan Laos 

yang menjadi peringkat satu dan dua. Situasi ini menunjukkan bahwa dukungan 

untuk keterlibatan perempuan dalam hal pemberdayaan di Indonesia masih 

rendah. Kondisi pengarusutamaan gender pada setiap wilayah di Indonesia pun 

tidak merata. Angka IPG tertinggi berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 

sebesar 94,80. Sementara itu angka IPG terendah ditemukan di Papua yaitu 

sebesar 79,59. Disparitas IPG ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi 

di setiap wilayah untuk bisa meningkatkan dukungan bagi kelompok 

perempuan juga berbeda-beda.   

Konferensi Tenurial Tahun 2017 sebenarnya sudah merekomendasikan 

pokok-pokok kebijakan terkait keadilan agraria bagi perempuan. Kebijakan ini 

dapat dilakukan melalui: (1) penerapan prinsip keadilan gender dengan 

memastikan keterlibatan dan keterwakilan perempuan sebagai subjek dan 

pengambil keputusan dalam seluruh tahapan (perumusan kebijakan, 

perencanaan, persiapan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi) dalam 

kelembagaan pelaksanaan Reforma Agraria; (2) penerapan aturan perlindungan 

perempuan, dengan memastikan prinsip inklusif, sensitif dan responsif gender, 

dan secara khusus dalam hal analisis resiko dan dampak, keterbukaan informasi, 

konsultasi dan partisipasi, persetujuan, pengajuan keluhan, serta keamanan dan 

keselamatan; (3) peningkatan kapasitas sosial dan tindakan afirmatif sebagai 
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upaya menghilangkan hambatan sosial dan menciptakan kondisi pendukung 

bagi perempuan untuk berdaya dan aktif berpartisipasi dalam setiap proses 

pengambilan keputusan; (4) penetapan alokasi anggaran gender (gender 

budget) dalam perencanaan dan pelaksanaan Reforma Agraria; (5) penerapan 

analisis gender dan data terpilah gender dalam penentuan subyek dan obyek 

reforma agraria; dan (6) mekanisme penyelesaian konflik yang sensitif dan 

responsif gender, dengan memastikan upaya pemulihan terhadap dampak 

materil dan immateril yang langsung dan tidak langsung, yang dialami 

perempuan akibat konflik agraria, serta kriminalisasi dan kekerasan yang 

menyertainya (Yuliana, 2017). Keenam strategi tersebut dapat ditempuh apabila 

ada prose-proses pemberdayaan yang menyertainya. 

Karl dalam (Prijono dan Pranarka, 1996), memandang pemberdayaan 

wanita sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (capacity 

building) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan 

pembuatan keputusan yang lebih besar, dan tindakan transformasi agar 

menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara wanita dan pria. 

Persamaan derajat itulah yang hendak dicapai melalui program ARA. Dalam 

konteks PTM, peran dan keterlibatan perempuan sebagai kaum rentan penting 

untuk dilihat. Peneliti menetapkan beberapa indikator yaitu: (1) manfaat 

ekonomi (pendapatan rumah tangga, biaya produksi, tabungan/investasi); (2) 

perubahan peran gender (partisipasi dan curahan jam kerja); (3) peran 

pengintegrasian gender dalam ARA sebagai instrumen yang hendak diteliti. 

Pengarusutamaan gender dalam konteks reforma agraria khususnya 

berkaitan dengan penanganan akses merupakan upaya penting untuk 

memastikan terpenuhinya kesetaraan hak atas tanah bagi laki-laki dan 

perempuan sebagaimana diamanatkan dalam UUPA Pasal 9 Ayat 2. Hal ini 

sebenarnya sudah ditegaskan pula oleh (FAO, 2018) bahwa dalam konteks hak 

atas tanah, perempuan mengalami kerentanan dari mulai: penguasaan, proporsi 

bagi hasil, pencantuman nama dalam sertifikat, dan pewarisan. Semua 

kerentanan ini, tidak pernah menjadi tolok ukur yang dilihat pasca pelaksanaan 
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reforma agraria, baik penataan aset maupun dalam konteks penelitian ini adalah 

penataan atau penanganan akses.  

Program PARA di Selopamioro menjadi site penelitian untuk mendalami 

ide pengintegrasian gender dalam konteks masyarakat Jawa yang memiliki 

sistem kekerabatan bilateral namun sangat lekat dengan kultur patriarki. 

Sebagaimana disebutkan Uyun (2002), selama ini kultur patriarki yang dominan 

melekat pada masyarakat Indonesia khususnya dalam budaya Jawa 

memunculkan ketergantungan wanita pada laki-laki secara ekonomis (Uyun, 

2002). Situasi ini seringkali tidak disadari oleh perempuan sendiri karena 

menganggapnya sebagai bagian dari peran gender mereka. Pengarusutamaan 

gender memungkinkan perempuan memiliki kesempatan atau peluang yang 

sama dengan laki-laki untuk memperoleh manfaat dari program. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Menjelaskan perbandingan manfaat ekonomi yang diperoleh penerima 

manfaat dari kelompok perempuan dan kelompok laki-laki dalam 

pelaksanaan program akses reforma agraria di Kalurahan Selopamioro; 

b. Menjelaskan perubahan peran gender sebelum dan sesudah 

pelaksanaan program akses reforma agraria di Kalurahan Selopamioro; 

c. Menjelaskan pengintegrasian gender dalam program akses reforma 

agraria di Kalurahan Selopamioro. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara 

akademis maupun praktis: 

a. Manfaat akademis yaitu memberikan tambahan pengetahuan mengenai 

sejauh mana pengarusutamaan gender telah dilaksanakan dalam 

berbagai kehidupan baik secara  antropologis maupun dalam bidang 

keagrariaan; 



9 

 

b. Manfaat sosial yaitu memberikan gambaran tentang keterlibatan 

gender dalam program pemberdayaan masyarakat karena hakikatnya 

manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. 

c. Manfaat praktis yaitu sebagai bentuk masukan bagi Kementerian 

ATR/BPN dalam rangka menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan 

gender dalam berbagai programnya. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Terdapat perbedaan manfaat ekonomi yang diterima oleh penerima 

manfaat dari kelompok laki-laki dan penerima manfaat dari kelompok 

perempuan. Laki-laki memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar karena 

merekalah yang mempunyai otoritas dalam pengambilan keputusan untuk 

penggunaan pendapatan dalam rumah tangga. Sementara itu perempuan hanya 

mengikuti keputusan yang diambil oleh kepala rumah tangga. Terdapat 

kenaikan pendapatan rumah tangga dari usaha pertanian. Rentang kenaikan 

pendapatan dari Rp.120.000-Rp.1000.000. Rata-rata kenaikan pendapatan 

sebesar Rp.200.000. Kenaikan pendapatan lebih dirasakan manfaatnya oleh 

laki-laki.  

Tidak ada perubahan peran gender sebelum dan setelah penanganan 

akses reforma agraria yang dilihat melalui perbandingan partisipasi dan curahan 

jam kerja antara penerima manfaat dari keluarga perempuan dan laki-laki. 

Partisipasi perempuan sebelum dan setelah penanganan akses reforma agraria 

tetap rendah. Sementara itu untuk curahan jam kerja sebelum dan setelah 

penanganan akses reforma agraria, perempuan memiliki curahan jam kerja yang 

lebih panjang.  

Pengintegrasian gender dalam kegiatan akses reforma agraria sudah 

ditemukan pada dua tahapannya yaitu: perekrutan petugas lapangan dan 

pemetaan sosial. Kedua tahapan kegiatan ini, sudah secara langsung memuat 

perspektif kesetaraan gender. Perempuan diprioritaskan sebagai pelaksana 

kegiatan penanganan akses reforma agraria dan juga diperhitungkan 

kontribusinya dalam ekonomi keluarga. Namun pengintegrasian ini, belum 

secara nyata muncul dalam output maupun rekomendasi pasca kegiatan access 

reform. Oleh karenanya diperlukan indikator gender pada setiap tahapan 

PARA. Hal ini penting agar analisa gender menjadi bagian yang melekat tidak 
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hanya pada desain program, tetapi juga pada pelaksanaan dan hasil dari 

program.  

B. Saran 

1. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu lebih 

memperhatikan peran dan pelibatan gender dalam pelaksanaan program 

kerja yang telah disusun agar tidak terjadi ketimpangan dan bias gender. 

Karena sudah banyak payung hukum yang melindungi kesetaraan gender 

dan didukung oleh Kementerian lain yang sudah peka terhadap gender, 

sehingga diharapkan Kementerian ATR/BPN lebih peka terhadap gender 

dalam melaksanakan program kerjanya.  

2. Berjalannya penanganan akses reforma agraria di Kalurahan Selopamiro 

sudah berjalan dengan baik, namun perbandingan keterlibatan antara laki-

laki dan perempuan masih berbanding terbalik. Keterlibatan perempuan 

masih minim dibandingkan dengan laki-laki sehingga perlu ditambahkan 

indikator gender pada instrumen PARA selanjutnya. 
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